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Overview Perpajakan Indonesia

Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa
mengetahui terlebih dahulu kondisi perpajakan di Indonesia
saat ini.

Kondisi perpajakan di Indonesia dapat dilihat dengan
memperhatikan data-data yang terdapat dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RPBN)
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Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 —- 2018

dalam Triliun Rupiah

1.424

il 1.283
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-
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E SELAIN ITU, APBN JANGKA MENENGAH PERLU KEMBALI DISEHATKAN
Mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun 2023

Poctur APBN 2022

Pertumbuhan Ekonomi Tk Pengangguran

sfzx HE‘.I'QE MJ!"IVBK 5"5% = ﬂ's% r ks F mibangunag

Perpajakan
Rr1.510,07

PNBP
- Rp335 67
" Hibah
EpDIET

j;t‘;s'% ussﬂm Kemiskinan ?3 41 73.46%

- T -
Nilai Tukar Lifting Minyak 8.0% =v.0% Nilal Tukar Petani
Rp14.350/US$ 703 rbph Gini Ratio 103 - 105
Tk Bunga SUN 10 th 0,376-0.378
6,8% Lifting Gas Milai Tukar Nelayan
1.036 rbsmph 104 - 106

BPP ’
RP1.944,57 |

TKDD
Rr769,67

Deficit & Pemém_ym

-v\i‘ii

RPB68,07 b 4,85% DB

UU APBN TA 2022 belum mengakomodasi UU HPP
yvang berpotensi meningkatkan penerimaan negara
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Sumber: Data Dit.
~ PKP tentang
Pemetaan
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Kepatuhan
Penyampaian SPT
Tahun 2016 s.d
2016

EDaIam 5 tahun terakhir, &
target pajak tidak 'I‘
tercapai yang salah o
satunya disebabkan oleh | |n|
rendahnya tingkat | |
kepatuhan | m
Wajib Pajak 9
dalam melaksanakan w
kewajiban perpajakannya °

Populasi OP

JIILILL,
JILILL
TRERETT © 2ma
TTeTTRTM
JILILL
JIIILL]

|| 1,55 JUTA '

WP OP yang Bayar

' | 12,7 JUTA
'i”&'k'i“&'i"& “ WP OP Lapor
Note : Cari data WP 30,08 JUTA
OP Terbaru WP OP Terdaftar
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Sumber: Data Dit. PKP tentang
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Pemetaan Kepatuhan Penyampaian

6 s.d 2016

~ SPT Tahun 201
@& & 4 & 4 4 4 & & 4
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RENDAH . . . . - 4 o 4o 4~ 4
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421 RIBU
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Note : Cari data
Kepatuhan WP
Badan Terbaru

2,68 Juta WP
Terdaftar

699 RIBU

Lapor SPT
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Kondisi Kepatuhan Waijib

Pajak

TARGET PAJAK 2016

o 1.395 T
2 J“TA &Persuasaahvzgz

YANG BAYAR PAJAK

Note : Cari data
Terbaru OP
Usahawan &
Perusahaan yg bayar
pajak

>/I www.bsi.ac.id g







FREE RIDER (MENIKMATI TANPA
BERKONTRIBUSI)°

"aDa0!

Kas APBN

(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
\

Pembayar Pajak



2

REPLINLIK IMAROSIE A

Basis Pajak yang Kuat dan : APBN yang Sehat dan
Makin Merata i Berkelanjutan

% Konsumsi tumbuh %+ Penerimaan Negara memadai
Masyarakat semakin tinggi - utang terjaga

Pertumbuhan Ekonomi yang
Tinggi

% Mendorong investasi dan
pencipataan lapangan kerja

% Mendorong kemudahan berusaha

MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

REFORMASI PAJAK

Reformasi Kebijakan Reformasi Administrasi
* Memperluas basis pajak * Administrasi perpajakan yang lebih simple dan efisien
* Menjawab tantangan competitiveness * Menjamin kepastian hukum perpajakan
*  Insentif terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global * Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal
* |Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap = Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk
banyak tenaga kerja perkembangan digital dan transaksi ekonomi
*  Mengurangi distorsi dan exemption berlebihan *  Mengikuti tren dan best practices perpajakan global
*  Memperbaiki progresivitas pajak * Kepatuhan pajak yang tinggi
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KEMENTERIAN KFUANGAN

BEPUELIC IR DCMESLA

RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

2

&

~0oO0TH

1. Asas \ éTujuan
a.

keadilan
kesederhanaan
efisiensi

kepastian hukum
kemanfaatan
kepentingan nasional

N\l

Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian

b. Mengoptimalkan penerimaan negara

c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan
berkepastian hukum

d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang

konsolidatif, dan perluasan basis pajak
e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

~

4

C.

\_f

a.
b.

/:;. Muatan Isi dan Pemberlakuan

Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) = berlaku tahun pajak 2022
Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = berlaku mulai 1 April 2022
Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) = berlaku mulai tanggal

diundangkan

Program Pengungkapan Sukarela = berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
Pajak Karbon = mulai berlaku 1 April 2022
Perubahan UU Cukai = berlaku mulai tanggal diundangkan

\

4
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Definisi Pajak (1)

Prof Dr. Rochmat Soemitro SH (Guru besar hukum pajak
Unpad,Bandung) Pajak adalah : iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat
ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum

>/I www.bsi.ac.id 4 N N N YN e T Copyright © September 2023




— Ny I/<

Definisi Pajak (2)

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16
Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, mendefinisikan pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar—besarnya kemakmuran rakyat
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Unsur-Unsur Pajak (1)

1. luran atau Pungutan
* Jika arah datangnya pajak dari Wajib Pajak, maka pajak disebut iuran.

* Jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut
berasal dari pemerintah, maka pajak disebut sebagai pungutan

2. Pajak dipungut berdasarkan undang undang

* Pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh
rakyat banyak sehingga harus disetujui oleh rakyat melalui DPR

e Pasal 23 UUD 45 “ segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”
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e Unsur-Unsur Pajak (2)

3. Pajak dapat dipaksakan
Fiscus mendapat wewenang dari undang undang untuk
memaksa WP supaya mematuhi dan melaksanakan
kewajiban perpajakannya (UU no 28 tahun 2007
tentang KUP dan UU no 19 tahun 2000 tentang
penagihan pajak dengan surat paksa)

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
Ciri khas utama pajak adalah Wajib pajak (WP) yang
membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa
timbal atau kontraprestasi dari pemerintah

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah,
seperti : jalan, sekolah, rumah sakit dsb
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Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

Pajak Retribusi Sumbangan

» Manfaat tidak » Manfaat » Manfaat
langsung bagi langsung bagi langsung bagi
pembayar. pembayar. penerima.

* Penerima * Penerima * Penerima
manfaat tak diketahui. diketahui.
diketahui.  Diperuntukkan * Diperuntukkan

* Diperuntukkan bagi kepentingan bagi kepentingan
bagi kepentingan umum dan penerima dan
umum dan I> dipaksakan oleh bersifat sukarela.
dipaksakan oleh hukum.
hukum.

17
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Sejarah Pemungutan Pajak (1)

Pajak sebagai suatu beban, pada awalnya menimbulkan
pro dan kontra, pihak yang pro biasanya adalah penguasa
seperti raja atau bangsawan sedangkan yang kontra
adalah rakyat yang memikul beban pajak. Walau terjadi Pro
dan kontra terhadap pemungutan pajak, tetapi pemungutan
pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut seperti contoh-
contoh berikut :

1. Tributum sbg pajak langsung (pajak atas kepala) di
pungut pd saat perang thdp penduduk Roma (167 M)
2.Sesudah abad ke 2 Roma mengandalkan pajak vegtigalia
seperti portoria yaitu pungutan atas penggunaan
pelabuhan
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Sejarah Pemungutan Pajak (2)

3. Jaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium
yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1 %

4. Abad 14 di Spanyol dikenal alcabala, salah satu bentuk
pajak penjualan

5. Salah satu bukti tertulis adanya pajak pada jaman
Majapahit adalah ditemukannya prasasti yang
dikeluarkan raja pertama Majapahit Kertarajasa
Jayawardana tahun 1301 Masehi. Prasasti tersebut
berisi pembebasan pajak sebuah desa yang bernama
Adan-Adan, desa tersebut ditetapkan sebagai desa
perdikan yang bebas pajak yang diberikan kepada
Rajarsi yaitu pejabat yang telah berjasa kepada Raja
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Fungsi Pajak

1. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok
dari pajak itu sendiri
2. Fungsi pajak terdiri dari empat fungsi yaitu:
a. Fungsi budgetair
b. Fungsi Regulerend
c. Fungsi Stabilitas
d. Fungsi redistribusi

>/I www.bsi.ac.id 4 N N N YN e T Copyright © September 2023




— Y . I/<
Fungsi Budgetair

UNIVERSITAS

Fungsi budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fiskal

Fungsi Budgetair adalah suatu fungsi dalam mana pajak

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku

Memasukkan dana secara optimal ke kas negara

berdasarkan UU perpajakan adalah:

1. Jangan sampai ada wajib pajak yang tidak memenuhi
sepenuhnya kewajiban perpajakan

2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan
oleh wajib pajak

3. Jangan sampai ada objek pajak yang lepas dari
pengamatan atau perhitungan fiskus
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Fungsi Regulerend (1)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
mencapai tujuan tertentu

Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai
pelengkap dari fungsi utama yaitu budgetair

Contoh : pemerintah ingin memberantas/ mengurangi
kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda
maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman keras
dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan
konsumsi minuman keras menjadi berkurang

Bentuk dan contoh penerapan fungsi regulerend pada UU
perpajakan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 thn
2016
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Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
menjaga stabilitas. Seperti: stabilitas nilai tukar rupiah,
stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan.
fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti
regulerend

Contoh : Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan
menjaga aga defisit perdagangan tidak semakin melebar,
pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan
PPnBM di atas
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Fungsi Redistribusi

Pajak mempunyai fungsi pemerataan (Redistribusi) artinya dapat
digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara
pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai
kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian,
infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh
mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak,
untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka dapat
memanfaatkan jalan raya untuk kelancaran distribusi hasil
pertaniannya, mereka dapat memanfaatkan sekolah untuk
pendidikan anak-anaknya.
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Dasar Kategorisasi Pajak

Cara
Pembebanan
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e Pajak Menurut Cara Pembebanan

Berdasarkan Cara pembebanannya, pajak dibagi 2 yaitu :
1.Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul atau
ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi &
Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Kendaraan Bermotor

2.Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau
pihak ketiga.

Contoh : Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea
Materai, Bea Cukai, Bea Balik Kendaraan Bermotor
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&
ey Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola (1)

Pajak Pusat

Yaitu Pajak yang pemungutan dan pengelolaannya
dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian
besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) -
Kementrian Keuangan

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB
Pertambangan

Pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor
Pusat DJP
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ey Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola (2)

Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang  digunakan untuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah
(UU Pajak daerah No. 28 thn 2009)

Pemungutan dan  pengelolaannya dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten.
Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah,
akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau
Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi
oleh Pemerintah Daerah setempat
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A3 Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola (3)

2

Pajak Daerah dapat digolongkan sebagai berikut :

1.Pajak Propinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balkk Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2.Pajak Kabupaten/Kota, meliputi Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.
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= Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pada waktu
pengenaannya yang pertama-tama kali dilihat adalah
subjeknya, setelah ditemukan subjeknya baru dicari
objeknya

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu
pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah
objeknya, setelah objek ditemukan baru dicari
subjeknya.

Contoh : PPN, PPn BM, PBB, pajak kendaraan bermotor,
bea materai, bea masuk,

2
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (1)

1. Pajak Penghasilan (PPh) vyaitu pajak yang dikenakan
terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam satu tahun pajak. (Siti Resmi,2009)

2. PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan pada wajib
pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis
penghasilan yang didapat dan pemotongan pajaknya bersifat
final (UU PPh No. 36 thn 2008)

3. PPh Pasal 15 yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh

Perusahaan pelayaran atau penerbangan international,

perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran

minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing dan
perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-

serah (UU PPh No. 36 thn 2008)
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (2)

UNIVERSITAS

4. PPh Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
subyek pajak dalam negeri. (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER
32/PJ/2015)

5. PPh Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga
Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah
maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lainnya (Siti Resmi, 2011)
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (3)

6. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam negeri (orang pribadi mmaupun badan), dan
bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan
Jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh pasal 21 (Siti Resmi, 2014)

7. PPh Pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di
luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang dapat
dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh
penghasilan dalam negeri berdasarkan Undang-undang
dalam tahun pajak yg sama (UU PPh No. 36 thn 2008)
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (4)

UNIVERSITAS

8. PPh Pasal 25 merupakan angsuran yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan
dalam tahun berjalan setelah dikurangi dengan kredit
pajak (PPh 21, 22, 23 dan 24) (Siti Resmi,2003)

9. PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak
Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap
(BUT) di Indonesia (UU PPh No. 36 thn 2008)

10. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak
yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di
dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun
konsumsi jasa (Waluyo,2011)
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (5)

11. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak
yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang
dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan
atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya (UU PPN & PPnBM No. 42 thn 2009)

12. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak yang bersifat
kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan
subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar
pajak

13. Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas

dokumen yang Dbersifat perdata dan dokumen untuk

digunakan di pengadilan (UU Bea Materai No. 13 thn 1985)
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (6)

. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan

dan / atau penguasaan kendaraan bermotor

15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, watisan
atau pemasukan kedalam badan usaha

16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan

bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar

cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (7)

. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas Pengambilan

dan / atau Pemanfaatan Air Permukaan. Air permukaan

adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah,

tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di

darat

18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang
memungut cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain

20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (8)

21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma peristirahatan, pesanggrahan, rumah penginapan,
dan sejenisya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10.

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering
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Definisi Jenis-Jenis Pajak (9)

. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis
pertunjukan, permainan, permainan Kketangkasan, atau
keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton
atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan
komersial, dan dipergunakan untuk memper- kenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dana / atau
dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah
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